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Tindak Lanjuti LKPD,
Lengkapi Data Aset
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Masalah Aset, Palu Harus Puas dengan Status WTP
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gelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (DPPKAD) Kota Palu,
Suhirman SE, Pemkot sejak
awal April yang lalu sudah
mulai mengumpulkan data
aset berdasarkan sampel yang
akan diperiksa oleh BPK.

“Dataaset yangkamisiapkan
masih dalam tahap klarifi-
kasi tindak lanjut pemeriksaan
LKPD. Dan hal ini memang
merupakan tahapan-tahapan
yang ditempuh pasca LKPD
diserahkan kepada BKP,”
ujarnya.

Lanjut Suhirman data aset
yang dilengkapi meliputi se-
luruh aset yang ada di jajaran
Pemkot Palu. Dan kesempa-
tan yang diberikan oleh BPK
kepada Pemkot untuk segera
menyajikan data aset sesuai
prinsip laporan keuangan itu
akan berakhir pekan ini. Suhir-
man memastikan jika seluruh
SKPD sudah menyerahkan
laporanasetnyasebelum batas
waktu laporan berakhir.

“Semua SKPD sudah mel-
akukan pemuktahiran data.
Sejauh ini belum ada lapo-
ran SKPD mana yang belum
memasukkan laporan aset

mereka. Kami berharap proses
pemutahiran data aset bisa
selesai tepat waktu,”sebutnya.

Seperti diketahui, pada
LHP LKPD Pemkot 2011 laly,
laporan aset menjadi alasan
sehingga Pemkot Palu harus
puas atas opini wajar dengan
pengecualian (WDP) dari BKP.
Dan untuk mengantisipasi
kelemahan laporan aset, pada
LKPD 2012 ini, Pemkot kata
Suhirman lebih mengoptimal-
kan menyajikan laporan aset
sesuai peraturan yang berlaku.

Lanjut Suhirman, temuan
BPK pada LKPD Pemkot Palu
tahun anggaran 2011 lalu

catatan kepemilikan aset
Pemkot yang disajikan tidak
begitu lengkap sehingga BPK
kesulitan menelusurinya.
“Padatahun anggaran 2012
memang ada perbedaan,
kamilebih berupaya menyaji-
kan laporan aset. Sesuai den-
gan kondisi di lapangan. Dan
yang pasti lebih didasarkan
pada peraturan yang berlaku.
Danterhadap hasil LHPLKPD
nanti adalah kewenangan
BPK untuk mengeluarkan
opini. Yang pasti Pemkot
berharap LHP 2012 Pemkot
bisa memeroleh LHP opini
WTP,” tukasnya. (ima)




